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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara hukum melakukan pembagian kekuasaan dan berdasarkan 

perundang-undangan.Salah satu penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden 

yaitu penetapan Hatta Ali sebagai Hakim Mahkamah Agung pada 23 juli 2007 hal 

inisesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

Rumusan masalah: 1)Bagaimanakah pengaturan mengenai penetapan Hakim 

Mahkamah Agung oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung?2)Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai kebijakan 

Presiden Indonesia dalam menetapkan Hakim Mahkamah Agung menurut 

pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung?.Penelitian 

menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yaitu sumber data sekunder, 

meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu 

menggunakan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung. analisis data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian: (1)Pengaturan 

penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden yaitu Presiden di dalam 

pemilihan Hakim Mahkamah Agung terdapat di dalamPasal 8 Undang-Undang No. 

3 Tahun 2009 (2)Kebijakan Presiden dalam menetapkan Hakim Mahkamah Agung 

berdasarkan pengaturan Persyaratan Hakim Mahkamah Agung dalam Pasal 6A dan 

Pasal 7 Undang-Undang No.3 Tahun 2009. 

Kata kunci: Penetapan, Hakim, Mahkamah Agung,Presiden 
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